









g) No. BP 
STATUS KEUANGAN NEGARA DALAM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) 
PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG 
MEMENUHI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Baruga Ermond, 1110113015
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara
dipisahkan. Dengan terdapatnya keuangan negara dalam Persero
pengaturan terkait tindak pidana korupsi
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang
Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengaturan mengenai korupsi dengan unsur merugikan keuangan 
negara. Penjelasan umum undang
keuangan BUMN/BUMD. Pengaturan 
menghasilkan kerugian bagi Persero dipidanakan dengan tuduhan merugikan keuangan negara
yang bersifat yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang
penelitian menyimpulkan bahwa secara keilmuan, keuangan negara yang telah dipisahkan kepada suatu 
badan hukum haruslah menjadi keuangan badan hukum itu sendiri sebagai 
dari pengaturan sekarang dapat dilihat pada pengusutan kasus korupsi yan
yang dinilai masih lemah dari sisi gelar perkara dan tidak bisa membedakan kerugian akibat risiko bisnis 
atau kesengajaan untuk merugikan negara.
perombakan ulang seluruh peraturan perundang
melepaskan keuangan BUMN dari rezim keuangan negara lalu secara konsisten menerapkan pengaturan 
tindak pidana korupsi di sektor swasta berdasarkan pengaturan 
Corruption. Disamping itu, meningkatkan kemampuan penyelidik dan penyidik yang berfungsi melakukan 
pengusutan pada tindak pidana korupsi
 Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lu




Nama Terang Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H.
Mengetahui, 
Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H   
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :
 
No. Alumni Fakultas : 









: 12 Mei 1994 
: Ermond dan Ramayulis 
: Hukum 
: Ilmu Hukum 












, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hlm 146
ABSTRAK 
 
 merupakan badan usaha yang seluruh atau 
 melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang 
, maka Persero menjadi bagian dalam 
. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 
-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
-undang a quo menyatakan bahwa keuangan negara meliputi juga 




 Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini berupa 
-undangan yang mengatur keuangan negara dan 
United Nation Convention Against 
. 
lus pada tanggal 
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: 21 Januari 2016 
: Sangat Memuaskan 
: 3.54 
: 4 Tahun 5 Bulan 
: Jl. Bangau No.1, Air 










ialami Dirut-Dirut Persero 
21 Januari 2016. 
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